
PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

DENGAN 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARAKTER KEBANGSAAN INDONESIA 

Nomor PKS.03/BPIP/DIV/08/2019 

Nomor 193/7779/BPSDM 

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-

08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dlbawah ini:

1. BABY SITI SALAMAH selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Sadan

Pembinaan ldeologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Sadan Pembinaan ldeologi

Pancasila, beralamat di Jalan Veteran 3 No. 2, Jak�rta Pusat, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. TEGUH SETYABUDI selaku Kep.ala Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusii;i, Kementerian Dalam Negeri,

beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dis-ebut PARA PIHAK secara 

bersama-sama dan masing-masing disebut PIHAK, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama 

sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sadan Pembinaan ldeologi Pancasila 

dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: MoU.05 / Ka. BPIP / 05 / 2019 

dan Nomor: 193 / 4011 '/ SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan ldeologi 

Pancasila dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Per.aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasarna

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 20·15 tentang Kementerian Dalam Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); dan

6.. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sadan Pembinaan ldeologi Pancasila 

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama 

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

PASAL1 

KEGIATAN KERJA SAMA 

Kegiatan Kerja Sama PARA PIHAK terdiri dari: 

a. penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeolog.i Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



- 3 -

b. penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi

Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalarn Negeri dan Pemerintah

Daerah; dan

c. penyeleng,garaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk

Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PASAL2 

PELAKSANAAN KERJA SAMA 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 

a. penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untLJk Peng.embangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui uji

kompetensi;

b. penyiapan bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi

Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

berupa pedoman, kurikulum, dan buku informasi, serta bahan pembelajaran lainnya;

dan

c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk

Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PASAL3 

KEWAJIBAN DAN HAK 

(1) PIHAK PERT AMA mempunyai kewajiban untuk:

a. melakukan penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan

ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan

Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;
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b. melakukan penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter

Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

d. memberikan pelatihan kepada Fasilitatorff enaga Pengajar/Widyaiswara terkait

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan

Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

e. menyediakan Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan

Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan lhdonesia bagi Aparatur

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Oalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

dan

f. mengoptimalkan penggunaan Pu sat Pengembangan Kompeten�i Karakter

Kebangsaan Indonesia Sadan Pengembangan Sumber Daya Mam.1sia dalam

rangka Pembinaan ldeologi Pancasila.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

a. turut serta dalam penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter

Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. turut serta dalam penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan

Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi

Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi

Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia

bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;
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d. memfasilitasi prasarana dan sarana dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan

ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan

Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;

e. menyediakan Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan

Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembina.an ldeologi Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

dan

f. mengoptimalkan penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi Karakter

Kebangsaan Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

rangka Pembinaan ldeologi Pancasila.

(3) PIHAK PERT AMA memp.unyai hak sebagai berikut:

a. memperoleh masukan dari keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam penyiapan

standar kompetensi Pendidi.kan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untuk Pengembangari Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur

Sipil Negarc! di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. memperoleh masukan dari keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam penyiapan

standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologJ

Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia

bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

c. memperoleh fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Pendidikan dan

Pelatihan Peml;)inaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi

Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

d. memperoleh Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan

Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

dan
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e. mendapatkan manfaat dari optimalisasi penggunaan Pusat Pengembangan

Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Sadan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dalam Pembinaan ldeologi Pancasila.

(4) PIHAK KEOUA mempunyai hak s�bagai:

a. memperoleh hasil penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter

Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari PIHAK PERTAMA;

b. memperoleh hasil penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan

Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi

Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari PIHAK PERTAMA;

c. memperoleh Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan

Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila

untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah; dan

d. mendapatkan optimalisasi penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi

Karakter Kebangsaan Indonesia Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dalam Pembinaan ldeologi Pancasila.

PASAL 4 

JANGKA WAKTU 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(2) Dalam hal satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), maka PIHAK tersebut

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan

dari Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam p�luh) hari sebelum diakhirinya

Perjanjian Kerja Sama ini.

c� 17 µL 
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(3) Perjanjian kerja sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang­

undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini

tidak dapat dilaksanakan.

PASAL5 

PEMBIAYAAN 

Segala bentuk pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian 

Kerja Sama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, yaitu Deputi Bidang Pendidikan 

dan Pelatihan, Sadan Pembinaan ldeologi Pancasila. 

PASAL 6 

PERUBAHAN 

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian

Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang

dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian

Kerja Sama ini;

(2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL7 

PENYELESAJAN PERSELISIHAN 

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, 

PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak 

tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan per,at\,.lran perundang­

undangan. 
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PASAL8 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencan.,;i a lam, kebakaran, gangguan

keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3

ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK

dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat

secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan

Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung

membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban

melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh

PARA PIHAK.

PASAL9 

KORESPONDENSI 

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi

masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjahjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Sadan Pembinaan ldeologi Pancasila

Republik Indonesia

Pejabat 

Alamat 

Email 

Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat 

deputi.diklat.bpip@gmail.com 
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b. Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementeran Dalam Negeri Republik

Indonesia

Pejabat 

Alamat 

Telepon 

Email 

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi 

Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan 

Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, 

Pancoran, Jakarta Selatan 

021-798653

Bidang1 p3@grnail.com 

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak

memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lanibat

6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

PASAL10 

PEMANT AUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini melakukan: 

a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau

paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

b. Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan ldeologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter

Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah.

c. Dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) PARA PIHAK dapat membentuk Sekretariat bersama.

I� 171---¥ 
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PASAL11 

PENUTUP 

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai 

kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK. PERTAMA dan PIHAK. K.EDUA

serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada 

hubungannya dengan perjanjian ini. 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 

���ITI SALAMAH --JJ__ 
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1>cmhl11•'1n hlrnlo1:I ri,111,, .. 1111. \)crwcnnns oebog11I tand� 101411 

iru,ntvJrutl dlkllu. 

Sumbcrl'lomb!Jlynan 

Dci,utl D!klot BNP 

Ocf1\ltl Olkl3l Bl'lP 



�, ........ -

Bcniuk Ke,vo.tnn Manud d:.n 1'u1uo11 

Pc:.n_yccUnun 1Arn114t pra�.\TAn:a prnd£dlk.:m Tr.rK'dUlnyc- , .. ua.na du.n 
d:ir pchulhu.n, pra�r•n• pcndidlki\ 1 do,n 

pdlldhn1' Y:•llR te:n1·01,d.or clan 
rncmad.a, 

Pcr-,1,cn•n bhnuh11:1,n 1cknl&, J>C•1dhtl�nn �enlntlkntn.n knp,1u1itQ1 Ap1mum· 
dnn pc.l:u{h.ttn, kurs,lf, 1,e.natarMn, s.cmin.nr. Sipil Ncga.r., dl tmi:)run!)BJ\ 
-1n11aa.al, tel!'U l;oordlnu!, Kemcnterln.n Dllln.m Negcrf dnn 
lok.ol<ruyu/,...'Otltahop, pembcil1IMUJ'1 Pcruerlhl.nh OOemh M!tt.i1 
clektrontk (•-ltom(ngl, pembcl•Juron )nr1lk mt-mpt-rkuat koordin:.\al d•n 
jtmh. dnn koJ\S:l1lt11td publik. J1fncr�llUl'I nn1t11'.a Ocputi DUJ.an� 

Dildlll BPIP dnn B!'SnM, 

Pcmbcrfan uJJ,,.n/lcs/uJI Pi�telrh dnta umrnn1t, tin�t 
kampc:tcn•i/•cmlnllr t<rh�dop 1ic,ocr10 ynng 
tdnh rnc:n1t,1�uti pcodfdJtcun dnu J>c!ttlihun 

pc.n1ahJ\m:m d,an pc:ngamn1nn 
pc:sc1u, tcrhn�•P mntcri dikl•t. 

pcmblna.an Weo)o,:i Panc:,uDa (cvnlua�I 
bcloJ•r cci h:1dnp /\SN )'illl� tclnh 111e11Jlldi 
pearn•I 

3 flern..•H,u'lun11 dn.n cvuluo� J>endidJk:m tUm pc:ladh1;m Evniu"\,, J'C.nycl.c,1f.iU10\flO dlktnt Olpcr�h dato tcntang kualltas 
1><mbmomn ldcoloS> PanCJ1,il• bop Aparamr Slpll jl'l!mbcri.-m form pcnila!Jln t,rhadap dlkl.ol yan11 sclnh <lil•lruk•tt, 
Nt'(;.,t-ru tH Lif1Hknn�n �cmtn\('rif-lil l?alom Nt:getl W111 Jl"-N"l•nl!ll•"'"" t1lklo1y>n5 s,kJln drl1I olch )'Ong kcmu,Uan dijndiknn ttl"\lAn 
Pcmcrintah 011=h, pc1kruo tliklat y•n� tcrdlri dl>ri fl'>ln•poln umu!o mcmpcrbalkl. 

unlldt U\�nsl!U efinlcn1!l1 kunlitna m.cnihgk.tt,1KJl.111 dn:n 
,rnlnct /pcnecr6mttl1/pcnll"Jar, mct<><l,, rn<ngopilmAlkun kctlf•u.n dlklAI 
ma�ri Wftktu. (uUhu. s.:imna 1)ra.,,:u-ap.11. vona <>laul dilllkukan k<mudln.n 
,tsb), l111rl 

£vt1lu•�! damp•k pcndl�ll<,1n rlnn pcl•ulum Oipcrokh doll\ ,cntnna 
yung lcluh dllllklwiolaln dcngnn kcberb�•tlno dlklA1 y•n& «!ah 
ffl<.l't!&\lnal«on mt ukur y•ns tcl�h rlllalmlc.,n, y•ng k(mudlan 
<lirnn�rng. dl)ociikun acunn unwk 

�nipi:abalkl, mc-nf1�tlaa.n, 
dAn mcrneoptltnulknn kcgilllL\n 
dlkJJU yani {00\Jl dll,mtbtn 
l<cmudla.n hl"lrl. 

S4Mr:tn. 

Apotlltut Slpll NcR11ra dt 
1.utt1<uns.:,.n 
Ki::t11en1nri1u1 DnUon 
N�gc.rt O::u1 l'cmi:!rinuah 
f1.1crn.h. 

/\ponuur SipU lfcs-ra di 
Unf;)nsni;an 
krrncnlerinn 0:1lno1 
tlC£1Cr1 011n l'cm<nntnh 
Oa.�rnh, 

Onlput l,;\y?Mn Penangu11a,o.wnb 

/\J>arutur SlpU Sr.pnnjnllH PKS Tim KctJll 
flcK,lll'ftjlnQ 1n1111ih IX'rl:Jcu 
bcrknmlct�r 
r�nous!l.o 

Trrbcntulmyn pow s«arn bcrkal• 

PcndEthkim d"11 ..,,elnh 
Pc�tfhn.n oorJ '"'""""'"""" 
Aporncur Sipil dlltlut 
l'I•�""' yru,g 

nsamru 

1ne:f"IJhtt111lkl\n ASN 
yimg bC'rkru-Ukiet 
l'"'101>1tlll 

Nov,:mlH:r 21)20 
Tim Kc1J11 

Dl>etujul clan rll�1Nll<Au di JAlcAru 
pod1• urnU!)OI 30 /ilJU•"" \!OJ I) 

ltumb<r l'cm�l�•un 

Ocpu1I Dtklm 13PIP 

Ocputo Oil.Int Bl'IP 




